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TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona
Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, serta memperhatikan
lonjakan kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berdampak pada
meningkatnya status risiko epidemiologi di Kabupaten Purworejo menjadi
Zona Risiko Tinggi (Merah) dan masih tingginya mobilitas dan
ketidakdisiplinan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan,
serta dalam rangka mendorong sinergitas kebijakan penanganan kasus
Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Purworejo, dengan ini
menginstruksikan:

Kepada ; 1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten
Purworejo;
2. Seluruh  Kepala Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten
Purworejo;
4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Purworejo;
5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten
Purworejo;

6. Camat Se-Kabupaten Purworejo selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kecamatan;

7. Lurah Se-Kabupaten Purworejo selaku Ketua Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Kelurahan; dan

8. Kepala Desa Se-Kabupaten Purworejo selaku Ketua
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa;



Untuk
KESATU

KEDUA

Melaksanakan  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Kabupaten
Purworejo.

PPKM Darurat Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah,
perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan)
dilakukan secara daring (online};

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial
diberlakukan 100% (seratus persen) bekerja dari rumah
(Work From Home);

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti
keuangan, perbankan, dan pasar modal, sistem
pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi,
perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri
orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen)
maksimal staf bekerja dari kantor (Work From Office)
dengan protokol kesehatan secara ketat;

d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor kritikal seperti energi,
kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri
makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia,
semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek
strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan
air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus
persen) maksimal staf bekerja dari kantor (Work From
Office) dengan protokol kesehatan secara ketat;

e. Supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang
menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional
sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung
50% (lima puluh persen);

f. Pasar tradisional dibatasi jam operasional sampai pukul
15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima
puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan
secara ketat;

g. Apotik, toko alat kesehatan dan toko obat dapat buka
selama 24 jam;

h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum
(warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima,
lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri
maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall
hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima
makan ditempat (dine-in);



ok s

[
.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi {tempat konstruksi dan
lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan
menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

. Kegiatan ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara

dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah, dibatasi pesertanya
dengan kapasitas maksimal 30% (tiga puluh persen)
dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

. Dalam hal kegiatan di tempat ibadah melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j, kegiatan
dibubarkan dan tempat ibadah ditutup sementara;
Fasilitas umum ({area publik, taman umum, tempat
wisata umum dan area publik lainnya) ditutup
sementara;

.Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial

kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga
dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian
dan kerumunan) ditutup sementara;

. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,

taksi (konvensional dan online)] dan kendaraan
sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas
maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara ketat;

. Prosesi dan  pencatatan = pernikahan/perkawinan

dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tempat
pelayanan perkawinan dengan dihadiri maksimal 10
(sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan
secara ketat;

. Resepsi pernikahan/hajatan dihadiri maksimal 30 (tiga

puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan
secara ketat dan tidak menerapkan makan di tempat
resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan
dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

. Kegiatan usaha kaki lima non kuliner siang hari yang

menyediakan kebutuhan pokok dibatasi jam operasional
sampai pukul 12.00 WIB dengan pengunjung tidak
berkerumun dan waiib menerapkan protokol kesehatan
secara ketat;

Masyarakat dalam kegiatan harus memakai masker
dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan
di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan
pelindung muka (face shield) tanpa menggunakan
masker.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19:

1.

2.

Setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat
menimbulkan kerumunan dilarang;

TNI, Polri dan Kejaksaan membantu mengoordinasikan
pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19; dan

. TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran agar melakukan pengawasan yang ketat
terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat
selama periode PPKM Darurat Covid-19.

Pada saat mulai berlakunya Instruksi ini, PPKM Mikro di
RT/RW Zona Merah tetap berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai
dengan tanggal 20 Juli 2021.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2021

BUPATI PURWOREJO
KETUA SATUAN TUGAS




